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ABSTRAK
Skripsi  ini membahas “Peran Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan
Sosial Dalam Pembinaan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Kota
Makassar (Tahun 2016-2018)”. Kemudian dirumuskan kedalam beberapa rumusan
masalah yaitu 1) Bagaimana bentuk pembinaan Lembaga Penyelenggara
Kesejahteraan Sosial (LPKS) dalam membina Anak Yang Berhadapan Dengan
Hukum (ABH) di Kota Makassar ? 2) Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi
pelaksanaan pembinaan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Lembaga
Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) ?
Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah kualitatif dengan
menggunakan pendekatan Yuridis - Empiris yaitu suatu metode yang digunakan
dengan melihat peraturan-peraturan yang berlaku, yang memiliki korelasi terhadap
masalah yang diteliti.
Hasil penelitian yang didapatkan adalah dalam kasus anak yang berhadapan
dengan hukum LPKS melakukan pembinaan antara lain terapi psikososial, terapi
mental dan spiritual, terapi edukasi lifeskill dan/atau pelatihan vokasional, terapi
minat dan bakat, layanan kesehatan dan literasi.. Dalam kasus anak yang berhadapan
dengan hukum LPKS juga bekerja sama dengan pihak lain baik pemerintah maupun
non pemerintah, akan tetapi setiap lembaga pasti mempunyai kendala-kendala yang
harus dihadapi, baik kendala dari dalam lembaga maupun kendala dari luar lembaga
tersebut. Begitu pula dengan LPKS, sejak berdiri tahun
1999 dan mulai dioperasikan tahun 2000 tentu masih banyak kendala yang mereka
hadapi.
Kendala-kendala yang hadapi di LPKS didapatkan peneliti dari hasil
wawancara dan observasi. Kendala tersebut dapat dibagi dalam tiga kategori, yaitu
: faktor pendidikan agama yang kurang, kurangnya dukungan orang tua anak,
kurang sarana dan prasarana di LPKS, anak-anak yang keluar tanpa izin.
Kata Kunci : Pembinaan, Anak Berhadapan Hukum, LPKS
1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Hukum merupakan seperangkat norma mengenai apa yang benar dan salah,
yang dibuat dan diakui eksistensinya oleh pemerintah, baik yang tertuang dalam
dalam aturan tertulis maupun yang tidak, terikat dan sesuai dengan kebutuhan
masyarakat secara menyeluruh, dan dengan ancaman sanksi bagi pelanggar norma
itu.
Tindak pidana tidak hanya dilakukan oleh kalangan dewasa saja, namun
tindak pidana juga sering dilakukan oleh anak-anak. Tidak jarang pelaku tindak
pidana ini sering di sebut sebagai penjahat atau orang yang melakukan kejahatan.
Namun terlalu kejam apabila pelaku anak disebut sebagai penjahat anak bukan
kenakalan anak, sementara bila memerhatikan kebijakan Pelaksanaan/Eksekutif
terkait anak yang melakukan kenakalan (Anak Nakal), penyebutan anak yang
berada dalam Lembaga Pemasyarakatan bukan sebagai “Narapidana Anak” tetapi
sebagai “Anak Didik Pemasyarakatan”.
Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, seorang pelaku
tindak pidana anak dapat dikenakan dua jenis sanksi, yaitu tindakan, bagi pelaku
tindak pidana yang berumur di bawah 14 tahun (Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang
Sistem Peradilan Pidana Anak) dan pidana, bagi pelaku tindak pidana yang
berumur 15 tahun ke atas.
2Sebenarnya ditingkat praktis, perbedaan antara pidana dan tindakan sering
agak samar, namun ditingkat ide dasar kedua-duanya memiliki perbedaan yang
fundamental. Keduanya bersumber dari ide dasar yang berbeda. Sanksi pidana
bersumber pada ide dasar “Mengapa diadakan pemidanaan?” sedangkan sanksi
tindakan bertolak dari ide dasar : “ Untuk apa diadakan pemidanaan itu?”.
Dengan kata lain sanksi pidana sesungguhnya bersifat reaktif terhadap suatu
perbuatan, sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku
perbuatan tersebut. Jika focus sanksi pidana tertuju pada perbuatan salah seorang
lewat pengenaan penderitaan (agar yang bersangkutan menjadi jera); maka sanksi
tindakan terarah pada upaya memberi pertolongan agar dia berubah.
Jelaslah bahwa sanksi pidana lebih menekankan unsur pembalasan
(pengimbalan). Ia merupakan penderitaan yang sengaja di berikan kepada seorang
pelanggar. Sedangkan sanksi tindakan bersumber dari ide dasar perlindungan
masyarakat dan pembinaan dan atau perawatan si pembuat . atau seperti yang
dikatakan J.E Jonkers (1987), bahwa sanksi pidana dititik beratkan pada pidana
yang diterapkan untuk kejahatan yang dilakukan, sedangkan sanksi tindakan
mempunyai tujuan yang bersifat sosial.
Berdasarkan tujuannya, sanksi pidana dan sanksi tindakan juga bertolak dari
ide dasar yang berbeda. Sanksi pidana bertujuan memberi penderitaan istimewa
(bijzonder leed ) kepada pelanggar supaya ia merasakan akibat perbuatannya. Selain
ditujukan kepada pengenaan penderitaan terhadap pelaku, sanksi pidana juga
merupakan bentuk pernyataan pencelaan terhadap perbuatan si pelaku. Dengan
3demikian, perbedaan prinsip antara sanksi pidana dan sanksi tindakan terletak pada
ada tidaknya unsur pencelaan, bukan ada tidaknya unsur deritaan. Sedangkan sanksi
tindakan   tujuannya lebih bersifat mendidik.
Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan
ketentuan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Anak yang belum
berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenakan tindakan. Ringannya
perbuatan, keadaan pribadi anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau
yang terjadi kemudain dapat dijadikan pertimbangan Hakim untuk menjatuhkan
pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan
kemanusiaan.
Anak yang berhadapan dengan hukum atau singkatnya disebut dengan ABH
adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak
pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana (Pasal 1 ayat (2) Undang-
Undang Sistem Peradilan Pidan Anak). Selanjutnya yang disebut dengan Anak yang
Berkonflik dengan Hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum
berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
Indonesia sebagai Negara Pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak
(Convention on the Rights of the Child) yang mengatur prinsip perlindungan hukum
terhadap anak yang mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus
terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Perlindungan yang dimaksud antara
lain adalah Pembinaan terhadap Anak yang berhadapan dengan Hukum
4mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani
pidana.
Ada beberapa lembaga resmi yang telah disahkan pemerintah untuk
melayani atau memberikan wadah pembinaan terhadap Anak yang Berhadapan
dengan Hukum, antara lain adalah
1. Lembaga Pembinaan Khusus Anak
Yang selanjutnya disingkat LPKA adalah Lembaga atau tempat atau
menjalani masa pidananya
2. Lembaga Penempatan Anak Sementara
Yang selanjutnya disingkat LPAS adalah  tempat  sementara bagi  Anak
selama proses peradilan berlangsung
3. Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial
Yang selanjutnya disingkat LPKS adalah Lembaga atau tempat pelayanan
sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi anak.
Sebagaimana yang telah ditentukan UU SPPA Lembaga Penyelenggaraan
Kesejahteraan Sosial yang disingkat LPKS adalah lembaga atau tempat pelayanan
yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi anak. LPKS ini
merujuk pada UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. LPKS berada
dibawah koordinasi Kementrian Sosial yang menyelenggarakan kesejahteraan
sosial. Keberadaan LPKS ini sangat penting karena anak yang berhadapan dengan
hukum yang ada di Kota Makassar akan dibina oleh pekerja yang bertugas di
Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS).
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Kesejahteraan Sosial (LPKS) untuk penanganan anak yang berhadapan dengan
hukum (ABH). Sebab tak sepatutnya anak dibawah umur berada di Lembaga
Pemasyarakatan (LAPAS).
Tercatat bahwa angka Anak Berhadapan Hukum di Kota Makassar yang
meningkat dan Lembaga yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial
belum cukup. Maka sesuai amanat Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak
No 11 tahun 2012 yang menyatakan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum
mulai dari proses persidangan hingga setelah menjalani masa pidana diserahkan
kepada LPKS.
Harapan penulis sebagaimana amanat Undang-Undang SPPA tersebut,
bagaimana pemerintah  dalam hal ini LPKS dalam menjalani penyelenggaraan
kesejahteraan sosial ini. Sudah efektifkah pembinaan yang dilakukan oleh LPKS
dalam menangani anak berhadapan hukum. Apakah dengan dilakukannya
pembinaan tersebut anak sudah bisa kembali ke kehidupan yang aman tanpa ada
pengulangan tindak pidana (residivis)
Jelas  bahwa anak-anak yang berhadapan  dengan  hukum  membutuhkan
bantuan, pendampingan dan dukungan orang-orang dewasa yang peduli dan
tanggung jawab atas  nasib mereka.  Oleh  karena itu perlu dilakukan  langkah-
langkah penanganan ABH secara terencana dan sistematis guna melindungi,
merawat dan memulihkan kondisi fisik dan psikis mereka akibat permasalahan yang
dialami.
6Marlina, menyatakan bahwa tujuan dari hukum pidana anak adalah untuk
menyembuhkan kembali keadaan kejiawaan anak yang telah terguncang akbibat
perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Jadi tujuan pidana tidak semata-mata
menghukum anak yang sedang bersalah, akan tetapi membina dan menyadarkan
kembali anka yang telah melakukan perbuatan menyimpang. Hal ini penting
mengingat bahwa apa yang telah dilakukannya ialah perbuatan yang salah yang
melanggar hukum. Untuk itu penjatuhan pidana bukanlah satu-satunya upaya untuk
memproses anak yang telah melakukan tindak pidana.1
Diskriminasi dan kekerasan selalu membuat anak menjadi korban yang
paling tidak berdaya untuk menghindar atau melawan. Ketika pemerintah tidak
menangani dengan baik, perlakuan ini dapat melahirkan generasi yang agresif dan
depresif. Dibutuhkan intervensi yang komprehensif sehinga dapat keluar dari
trauma yang dialami oleh anak yang berhadapan dengan hukum agar bisa merubah
trauma tersebut menjadi energi positif.
Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang
senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-
hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Anak bukanlah untuk dihukum,
melainkan harus diberikan bimbingan dan pembinaan, sehingga bisa tumbuh dan
berkembang seba gai anak normal yang sehat dan cerdas seutuhnya. Isu mengenai
perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum menjadi hal yang penting
untuk diperhatikan.
1 Subhandi, Handar. “Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia”. 12 November 2018.
http://handarsubhandi.blogspot.com/2014/11/sistem-peradilan-pidana-anak-di.html?m=1
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berhadapan dengan hukum sering sekali terjadi, Makassar juga mengalami berbagai
masalah terkait anak yang berhadapan dengan hukum.
Dengan adanya Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS)
yang berada di bawah Dinas Sosial menangani langsung anak yang berhadapan
dengan hukum.
Dari uraian diatas maka dalam tulisan ini penulis menetapkan untuk
membahas mengenai efektifitas peranan Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan
Sosial dalam pendampingan anak berhadapan hukum di Kota Makassar. Oleh
karena itu penulis mengangkat topik dengan judul :
“Peranan Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial dalam
Pembinaan Anak Berhadapan Hukum di Kota Makassar (Tahun 2016-2018)”
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus
1. Fokus Penelitian
Penelitian ini berfokus pada penelitian mengenai eksistensi lembaga
pembinaan khusus anak atau lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial
dalam pembinaan anak berhadapan hukum di Kota Makassar.
2. Deskripsi Fokus
Agar tidak terjadinya kekeliruan penafsiran terhadap judul penelitian ini, maka
penulis akan mendeskripsikan beberapa variabel yang dianggap penting yaitu:
8a. Peran
Kata ”peran” diambil dari istilah teater dan merupakan bagian yang tak
terpisahkan dari kelompok-kelompok masyarakat. Peran adalah kelengkapan
hubungan-hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang kerena menduduki
status-status sosial khusus.
b. Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial
Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial yang disingkat LPKS
adalah Lembaga atau pelayanan yang melaksanakan penyelenggaraan sosial bagi
anak. LPKS ini merujuk pada UU No. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
LPKS berada di bawah koordinasi Kementrian Sosial yang menyelenggarakan
kesejahteraan sosial.
c. Anak Berhadapan Dengan Hukum
Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Anak atau yang disingkat SPPA
merumuskan, Anak yang berhadapan dengan hukum yang disingkat dengan ABH
ialah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18
(delapan belas) tahun yang menjadi korban tindak pidana, pelaku tindak pidana, dan
anak yang menjadi saksi tindak pidana.
C. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah penulis kemukakan
diatas, maka pokok masalah penelitian adalah “Peranan Lembaga Penyelenggara
Kesejahteraan Sosial Dalam Pembinaan Anak Berhadapan Hukum Di Kota
Makassar (Tahun 2015-2018)” pokok masalah tersebut dijabarkan dalam dua bab
sub masalah yaitu:
91. Bagaimana bentuk pembinaan Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial
(LPKS) dalam membina Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) di
Kota Makassar ?
2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi pelaksanaan pembinaan Anak yang
Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan
Sosial (LPKS) ?
D. Kajian Pustaka
Dalam penyusunan skripsi dibutuhkan berbagai dukungan teori dari berbagai
sumber atau rujukan yang mempunyai relevansi dengan rencana penelitian.
Sebelum melakukan penelitian penulis telah melakukan kajian terhadap karya-karya
ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan ini. Adapun penelitian yang memiliki
relevansi dengan judul penulis, sebagai berikut :
1. Nashriana dalam bukunya “Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di
Indonesia” mengungkapkan tentang bagaimana hukum positif Indonesia
melakukan perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.
Anak yang dimaksud di sini adalah anak-anak yang dikenal dengan sebutan
“anak nakal”. Pembahasan dalam buku ini sangat bermanfaat bagi para
akademisi dan praktisi yang melakukan studi dan yang ingin memahami
tentang “perlindungan hukum pidana terhadap anak yang melakukan tindak
pidana”.
2. Rahman Syamsuddin dalam bukunya “Merajut Hukum di Indonesia” memulai
tulisannya dengan membahas sistem adalah suatu kompeksitas elemen yang
terbentuk dalam satu kesatuan interaksi (proses), masing-masing elemen
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terikat dalam satu kesatuan hubungan yang satu dengan yang lainnya saling
bergantung. Sistem  hukum  merupakan  kesatuan  unsur-unsur yang
dipengaruhi oleh faktor-faktor kebudayaan, sosial, ekonomi, sejarah dan
sebagainya. Hukum pidana materiil terdiri atas tindak pidana yang disebut
berturut-turut, peraturan umum yang dapat di terapkan terhadap perbuatan itu
dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu.
3. Allen Dwi Prayogo Widyono dalam skripsinya “Peran Satuan Bakti Pekerja
Sosial (Sakti Peksos) Dalam Pembinaan Anak Berhadapan Hukum di Kota
Makassar” Sakti Peksos memiliki peluang besar dalam memberikan penguatan
mental dan pemenuhan hak-hak dasar Anak Berhadapan Hukum. Untuk itu
peran Sakti Peksos sangat dibutuhkan dalam memperbaiki masalah anak yang
telah berurusan dengan hukum, sekalipun dalam prosesnya terdapat kelemahan
yang masih harus dihindari demi terlaksananya tujuan kerja Satuan Bakti
Pekerja Sosial (SAKTI PEKSOS) Cluster Anak Berhadapan Hukum (ABH).
4. Harvaniyah Rosyidatul Wahidah dalam skripsinya “Pembinaan Narapidana
Anak Di Lembaga Pemasyarakatan (Studi di Lembaga Pemasyarakatan
Jombang Kelas IIB” Lembaga Pemasyarakatan Jombang sudah berusaha
melakukan pembinaan narapidana anak dengan memenuhi hak-hak anak sesuai
dengan peraturan yang berlaku, akan tetapi masih perlu meningkatkan proses
pembinaan anak khususnya dibidang pendidikan dan kesehatan. Dalam
pembinaan  narapidana anak, Lembaga Pemasyarakatan Jombang
memeberikan pembinaan rohani berupa ceramah agama yang rutin dilakukan
setiap minggu dengan pemateri ulama yang ada di Kabupaten Jombang. Selain
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itu, pembinaan jasmani juga diberikan kepada narapidana anak berupa olahraga
rutin seperti senan pagi di dalam Lembaga Pemasyarakatan, serta pembinaan
keterampilan untuk narapidan anak  seperti membuat kerajinan tangan berupa
vas bunga berbahan dasar kertas dan plastik bekas.
E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan diatas maka tujuan yang
ingin dicapai sebagai berikut :
a. Menjelaskan tentang bentuk pembinaan oleh Lembaga Penyelenggara
Kesejahteraan Sosial bagi Anak Berhadapan Hukum di Kota Makassar.
b. Menjelaskan fakor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pembinaan
Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial bagi Anak Berhadapan Hukum
di Kota Makassar
2. Kegunaan Penelitian
Hasil dari ini diharapkan bisa memberikan kontribusi tentang pemahaman
efektifitas Lembaga Penyelenggara Kesejahteraa Sosial dalam memberi pembinaan
terhadap Anak Berhadapan Hukum. Adapun secara detail kegunaan tersebut
diantaranya sebagai berikut :
a. Kegunaan Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada kemajuan dan
perkembangan bidang ilmu pekerja sosial dalam menangani masalah-masalah yang
terjadi pada Anak.
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b. Kegunaan Praktis
Dapat memberikan sumbangan positif pada anak yang berhadapan dengan
hukum terutama kepada para pengambilan keputusan untuk membuat kebijakan
yang tekait dengan anak yang berhadapan dengan hukum dan menjadi sarana belajar
untuk mendapat pengalaman baru dan menambahkan pengetahuan yang dapat
dijadikan bekal dalam meneliti permasalahan yang ada dimasyarakat kemudian hari.
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BAB II
TINJAUAN TEORITIS
A. Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH)
1. Pengertian Anak
Batasan tentang anak sangat urgent dilakukan untuk melaksanakan kegiatan
perlindungan anak dengan benar dan terarah, semata-mata untuk mempersiapkan
generasi mendatang yang tangguh dan dapat menghadapi segala tantangan dunia.
Dalam kaitan itu, pengaturan tentang batasan anak dapat dilihat pada1 :
a. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)
Mendefinisikan anak di bawah umur sebagai yang telah berumur 12 tahun tetapi
belum berumur 18 tahun
b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)
Pasal 330 ayat (1) memuat batas antara belum dewasa (minderjaringheid) dengan
telah dewasa (meerderjaringheid) yaitu 21 tahun, kecuali anak tersebut telah
kawin sebelum berumur 21 tahun dan Pendewasaan (venia aestetis, Pasal
419 KUHPer)
c. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
KUHP tidak merumuskan secara eksplisit tentang pengertian anak, tetapi dapat
dijumpai antara lain pada Pasal :
Pasal 45 dan 72 yang memaknai batasan usia 16 tahun, yaitu :
1 Nashriana, Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia, Jakarta: RajaGrafindo,
2011, hlm. 3-7
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Pasal 45 berbunyi:2
Jika seseorang yang belum dewasa dituntut karena perbuatan yang dikerjakannya
ketkika umurnya belum enam belas tahun, hakim boleh memerintahkan supaya si
tersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya, walinya, atau pemeliharaannya,
dengan tidak dikenakan suatu hukuman, yakni jika perbuatan itu masuk bagian
kejahatan atau salah satu pelanggaran yang diterangkan dalam Pasal 489, 490, 492,
497, 503-505, 514, 517-519, 526, 536, dan 540 dan perbuatan itu dilakukan sebelum
lalu dua tahun sesudah keputusan terdahulu yang menyalahkan dia melakukan salah
satu pelanggaran itu atau suatu kejahatan, atau yang, menghukum anak yang
bersalah itu.
Pasal 72 berbunyi:
(1) Jika kejahatan yang hanya boleh dituntut atas pengaduan, dilakukan pada orang
yang umurnya belum cukup enam belas tahun dan lagi belum dewasa, atau
kepada orang yang dibawah kepemilikan (curetele) lain orang bukan dari sebab
keborosan maka selama dalam keadaan-keadaan itu, yang berhak mengadu ialah
wakilnya yang sah dalam perkara sipil.
(2) Jika tidak ada wakil, atau dia sendiri yang harus diadukan, maka penuntutan
boleh dilakukan atas pengaduan wali yang mengawasi atau curator atau majelis
yang menjalankan kewajiban curator itu, atas pengaduan istri, seorang kaum
keluarga dalam tuntutan yang lurus, atau kalau tidak ada atas pengaduan kaum
keluarga dalam turunan yang menyimpang sampai derajat ketiga.
2 Dengan berlakunya UU No. 11 tahun 2012 tentang SIstem Peradilan Pidana Anak, Pasal 45,
46, dan 47 KUHP sudah tidak berlaku.
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d. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana (KUHAP)
Undang undang ini tidak secara eksplisit mengatur tentang batas usia pengertian
anak, namun dalam pasal 153 ayat (50 memberi wewenang kepada hakim untuk
melarang anak yang belum mencapai usia 17 tahun untuk menghadiri siding.
e. Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Berdasarkan
ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (10 UU Nomor 1 Tahun 1974, maka
batasan untuk disebut anak adalah belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun
atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
f. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 temtang Kesejahteraan Anak
Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (2) UU Nomor 4 Tahun 1979, maka anak adalah
seseorang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah
kawin.
g. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pmeasyarakatan
Menurut ketentuan Pasal 1 angka 8 huruf a, b, dan c UU 12/1995 bahwa anak
didik pemasyarakatan baik Anak Pidana, Anak Negara dan Anak Sipil untuk
dapat dididik di Lembaga Pemasyarakatan Anak adalah paling tinggi sampai
berumur 18 (delapan belas) tahun
h. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Dalam Pasal 1 sub 5 dinyatakan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia
dibawah 18(delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih
di dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingnnya.
i. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
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j. Dalam Pasal 1 butir 1 menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum
berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
k. Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak bagi
Anak yang Mempunyai Masalah
Menurut ketentuan ini, anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 21
tahun dan belum pernah kawin
l. Hukum Adat dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia
Dalam hukum adat Indonesia, batasan umur untuk disebut Anak bersifat
pluralistik. Dalam artian kriteria untuk menyebut bahwa seorang tidak dapat lagi
disebut anak dan telah dewasa beraneka ragam. Misalnya: telah “kuat gawe”, ”akil
baliq”, “menek bajang”, dan lain sebagainya.
Sedangkan menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung yang berorientasi pada
hukum adat di Bali menyebutkan batasan umur anak adalah di bawah usia 15 (lima
belas) tahun seperti Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 53 K/Sip?1952 tanggal
1 juni 1955 dalam perkara antara I Wayan Ruma melawan Ni Ktut Kartini.
Kemudian di wilayah Jakarta adalah 20 (dua puluh) tahun seperti Putusan
Mahkamah Agung RI Nomor: 601 K/Sip/1976 tanggal 2 November 1976 dalam
perkara antara Moch. Eddy Ichsan dan kawan-kawan melawan FPM Penggabean
dan Edward Penggabean.
2. Pengertian Anak Berhadapan Hukum (ABH) dan Penggolongan
Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 ayat (2) yang
dimaksud dengan anak berhadapan hukum adalah anak yang berkonflik dengan
hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan saksi tindak pidana. Harry E.
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Allen dan Clifford E. Simmosen menjelaskan bahwa ada 2 (dua) kategori perilaku
anak yang membuat anak harus berhadapan dengan hukum, yaitu3:
1. Status Offemce adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang
dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, eperti tidak menurut, membolos
sekolah, atau kabur dari rumah.
2. Juvenile Delinquence adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan
oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.
Berdasarkan penjelasan diatas anak yang berhadapan dengan hukum atau anak
yang berkonflik dengan hukum adalah mereka yang berkaitan langsung dengan
tindak pidana, baik itu sebagai korban maupun saksi dalam suatu tindak pidana. Ada
juga perbedaan dari perilaku atau perbuatan melawan hukum anak dan oang dewasa
yang tidak bisa disamakan, dimana sebuah perbuatan yang yang dilakukan anak bisa
saja menjadi suatu perbuatan melawan hukum, namun orang dewasa itu bukan
merupakan perbuatan melawan hukum, maupun sebaliknya.
Ada beberapa perbedaan dari anak yang berhadapan dengan hukum dan pelaku
dewasa yang jelas berbeda adalah dari segi pemidanaan, proses peradilan, proses
persidangan.
3. Konsepsi Penyebab Delinkuensi Anak (Juvenile Delinquensi)
Latar belakang anak melakukan kenakalan, tentu tidak sama dengan latar
belakang orang dewasa dalam melakukan kejahatan. Mencari latar belakang atau
3 Harry E. Allen and Clifford E. Simminsen dalam Purniati, Mamil, Sri Supatmi, dan Ni
Made Martini Tinduk, 2003, Correction in America An Introduction, Analisa Situasi SIstem
Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia, Jakarta: UNICEF, hlm.2
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sebab anak melakukan kenakalan akan sangat membantu dalam memberi masukan
tentang apa yang sebaiknya diberikan terhadap anak yang telah melakukan
kenakalan. Artinya, berbicara tentang kenakalan anak, tidak terlepas dari faktor-
faktor pendorong atau motivasi sehingga dapat menentukan kebutuhan apa yang
diperlukan oleh seorang anak dalam memberi reaksi atas kenakalannya. Menurut
Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa yang dimaksud motivasi adalah dorongan
yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu
perbuatan dengan  tujuan tertentu motivasi juga sering diartikan  sebagai usaha-
usaha yang menyebabkan seseorang atau kelompok tertentu tergerak untuk
melakukan sesuatu perbuatan karena ingin mencapai tujuan yang dikehendakinya
atau mendapat kepuasan dengan perbuatannya.4
Menurut Romli Atmasasmita,5 bentuk motivasi itu ada dua macam, yaitu:
motivasi Instrinsik dan  Ekstrinsik. Yang dimaksud dengan motivasi Instrinsik
adalah dorongan atau keinginan  pada diri seseorang yang tidak  perlu  disertai
dengan perangsang dari luar; sedangkan motivasi ekstrinsik adalah dorongan yang
datang dari luar. Motivasi instrinsik dan ekstrinsik dari kenakalan anak, terdiri dari:
1. Yang termasuk motivasi Instrinsik dari kenakalan anak adalah:6
a. Faktor intelegensia
b. Faktor usia
4 Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ( Jakarta:
Balai Pustaka, 1995. )
5 Romli Atmasasmita, Problem Kenakalan Anak-Anak Remaja, ( Bandung: Armico,1983 ) hlm.
46
6 Romli Atmasasmita, Problem Kenakalan Anak-Anak Remaja, ( Bandung: Armico,1983 ) hlm.
46
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c. Faktor kelamin
d. Faktor kedudukan anak dalam keluarga
2. Yang termasuk motivasi ekstrinsik dari kenakalan anak, adalah:
a. Faktor rumah tangga
b. Faktor Pendidikan dan sekolah
c. Faktor pergaulan anak
d. Faktor mass media
1) Motivasi Instrinsik Kenakalan Anak
a.   Faktor Intelegensia
Intelegensia adalah kecerdasan seseorang. Menurut Wundt dan Eisler adalah
kesanggupan seseorang untuk menimbang dan memberi keputusan. Anak-anak
delinquen itu pada dasarnya mempunyai tingkat intelegensia verbal lebih rendah
dan ketinggalan dalam pencapaian hasil-hasil skolastik (prestasi sekolah rendah).
b.   Faktor Usia
Stephen Hurwitz (1952) menungkapkan “age is importance factor in the
causation of crime” (usia adalah factor utama dalam sebab musahab timbulnya
kejahatan). Apabila pendaat tersebut diikuti, maka faktor usia adalah faktor yang
penting dalam hubungannya dengan sebab-sebab timbulnya kejahatan, tidak
terkecuali kenakalan yang dilakukan oleh seorang anak.
c. Faktor Kelamin
Paul W. Tappan (1949) mengemukakan pendapatnya bahwa kenakalan anak
dapat dilakukan oleh anak laki-laki maupun anak perempuan, sekalipun dalam
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praktiknya jumlah anak laki-laki yang melakukan kenakalan jauh lebih banyak
dari anak perempuan pada batas tertentu.
Adanya perbedaan jenis kelamin, mengakibatkan pula timbulnya perbedaan,
tidak hanya dari segi kuantitas kenakalan, tetapi juga dari segi kualitasnya. Sering
kali kita melihat atau membaca dalam mass media, baik media cetak maupun
media elektronik bahwa perbuatan kejahatan banyak dilakukan oleh laki-laki,
seperti: pencurian, perampokan, penganiayaan, pembunuhan, perkosaan, dan lain
sebagainya.
d.   Faktor Kedudukan Anak Dalam Keluarga
Yang dimaksud kedudukan anak dalam keluarga adalah seorang anak dalam
keluarga menurut urutan kelahirannya, mialnya anak pertama, kedua dan
seterusnya.
Mengenai kedudukan anak dalam keluarga ini, De Creef 7 telah menyelidiki
200 orang anak narapidana kemudian menyimpulkan bahwa kebanyakan mereka
berasal dari extreme position in the family, yakni : forst born, last born, dan only
child. Sedangkan hasil penelitian Glueck di Amerika Serikat, dimana didapatkan
data bahwa yang paling banyak melakukan kenakalan adalah nomor tiga dan
nomor empat, yakni dari 961 orang anak nakal, 31,3% diantaranya adalah ketiga
dan keempat; 24,6% anak kelima dan seterusnya adalah 18,8%.
2). Motivasi Ekstrinsik Kenakalan Anak
a. Faktor Keluarga
7 Nashriana, Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia, ( Jakarta: RajaGrafindo,
2011 ), hlm. 39
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Keluarga merupakan lingkungan sosial yang terdekat untuk membesarkan,
mendewasakan, dan didalamnya anak mendapatkan Pendidikan yang pertama
dan utama. Keluarga merupakan kelompok masyarakat yang terkecil, akan tetapi
merupakan lingkungan yang paling kuat dalam membesarkan anak dan terutama
bagi anak yang belum sekolah.
Adapun yang dapat menjadi sebab timbulnya kenakalan, dapat berupa
keluarga yang tidak normal (broken home) dan keadaan jumlah anggota keluarga
yang kurang menguntungkan. Contohnya faktor yang melatar belakangi anak di
bawah umur mengonsumsi ballo di Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa
diantaranya yaitu karena rasa ingin tahu, karena pengaruh lingkungan
pergaulannya, kurangnya control dan pengawasan dari orang tua, karena
kurangnya pendidikan agama, serta mudahnya minuman ballo tersebut
diperoleh.8
Menurut Ny. Moelyanto,9 broken home seperti yang memang telah menjadi
pendapat umum menyebabkan anak sebagian besar melakukan kenakalan,
terutama karena peceraian atau perpisahan orang tua yang sangat memengaruhi
perkembangan si anak. Dalam broken home pada prinsipnya struktur keluarga
tersebut sudah tidak lengkap lagi, yang disebabkan adanya hal-hal:
1. Salah satu dari kedua orang tua atau kedua-duanya meninggal dunia
8 Munawwir Kadir, “Pandangan Masyarakat Terhadap Anak di Bawah Umur yang
Mengonsumsi Minuman Ballo di Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa Perspektif Islam”.
Jurisprudentie Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum. Vol 5 No 2, Desember 2018.
http:/journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Jurisprudentie/article/view/6593.
9 Nashriana, Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia, ( Jakarta: RajaGrafindo,
2011 ), hlm. 40
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2. Perceraian orang tua
3. Salah satu dari kedua orang tua atau keduanya tidak hadir secara kontiniu
dan tenggang waktu yang cukup lama.
b. Faktor Pendidikan dan Sekolah
Sekolah adalah media atau perantara bagi pembinan jiwa anak-anak, atau
dengan kata lain sekolah ikut bertanggung jawab terhadap pendidikan anak, baik
pendidikan keilmuan maupun pendidikan tingkah laku (character). Banyaknya
atau bertambah kenakalan anak secara tidak langsung menunjukkan kurang
berhasilnya sistem pendidikan di sekolah-sekolah.
Sejalan dengan itu, menurut Kenney (1984)10 bahwa sekolah sebagai lembaga
pendidikan perlu memerhatikan hal-hal sebagai berikut:
1. Sekolah harus merencanakan suatu program sekolah yang  sesuai atau
memenuhi kebutuhan-kebutuhan dari semua anak menghasilkan kemajuan
dan perkembangan jiwa yang sehat.
2. Sekolah harus memerhatikan anak-anak yang memperlihatkan tanda-tanda
yang tidak baik (tanda-tanda kenakalan) dan kemudian mengambil langkah-
langkah seperlunya yang menyebabkan dan memperbaikanya
3. Sekolah harus bekerja sama dengan orang tua murid dan pemimpn-pemimpin
atau menghindar setiap faktor disekelilingnya yang menyebabkan kenakalan
pada mereka.
c. Faktor Pergaulan Anak
10 Nashriana, Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia, ( Jakarta: RajaGrafindo,
2011 ), hlm. 43
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Harus disadari betapa besar pengaruh lingkungan terhadap anak. Terutama
dalam konteks kultural atau kebudayaan lingkungan tersebut. Dalam situasi
sosial yang menjadi semakin longgar, anak-anak kemudian menjauhkan diri dari
keluarga untuk kemudian menegaskan eksistensi dirinya yang dianggap sebagai
tersisih dan terancam. Mereka kemudian mencari dan masuk pada suatu keluarga
baru dengan subkultur yang baru yang sudah delinkuen sifatnya.
d. Pengaruh Mass Media
Sebenarnya, apabila memerhatikan teori Kebijakan Kriminal yang
dikemukakan oleh Marc Ancel (1996)11, mass media adalah  sebagai  salah satu
sarana yang digunakan untuk melakukan pencegahan kejahatan. Namun, dalam
kaitan perilaku delinkuen, mass media justru berpengaruh terhadap timbulnya
suatu kenakalan. Hal ini memang dibenarkan, karena mass media dipahami
berpengaruh pula terhadap perkembangan anak. Keinginan atau kehendak anak
untuk melakukan kenakalan, kadangkala timbul karena pengaruh bacaan,
gambar-gambar, dan film.
Bagi anak yang mengisi waktu senggangnya dengan bacaan-bacaan yang
buruk, maka hal itu akan berbahaya dan dapat menghalang-halangi mereka untuk
berbuat hal-hal yang baik. Demikian pula tontonan yang berupa gambar- gambar
porno akan memberikan rangsangan seks terhadap anak. Rangsangan
seks tersebut akan berpengaruh negatif terhadap perkembangan anak.
11 Nashriana, Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia, ( Jakarta: RajaGrafindo,
2011 ), hlm. 44
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B. Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS)
1. Gambaran Umum Lembaga Kesejahteraan Sosial
Lembaga Kesejahteraan Sosial (LPKS) bukan Lembaga yang berdiri sendiri akan
tetapi LPKS merupakan salah satu program dari bidang Rehabilitasi Sosial yang ada
di Dinas Sosial.
Latar belakang lahirnya LPKS disebabkan oleh adanya Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Menteri Sosial
Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pedoman Rehabilitasi Sosial Anak yang berhadapan
dengan hukum Oleh Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial.
2. Pengertian dan Tujuan Lembaga Kesejahteraan Sosial
Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat LPKS
adalah Lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan
kesejahteraan sosial bagi Anak.12
LPKS bertujuan untuk membantu anak yang berhadapan dengan hukum, baik
yang bersifat pendampingan maupun rehabilitasi sosial. Rehabilitasi sosial terhadap
ABH ditujukan kepada anak yang belum berusia 12 (dua belas) tahun melakukan
tindak pidana atau diduga melakukan tindak pidana, anak yang menjalani proses
hukum ditingkat penyidikan, penuntutan, dan pengadilan anak yang telah mendapat
diversi atau anak yang telah ditetapkan dari pengadilan.
3. Bentuk-bentuk Pembinaan LPKS
Peran LPKS lenih kepada rehabilitasi sosial, Anak sebagai pelaku rehabilitasi
sosial lenih kepada pengubahan perilaku sedangkan Anak sebagai korban dan saksi
12 PERMENSOS RI NO 09 Tahun 2015 Tentang Rehabilitasi Sosial Anak yang Berhadapan
Dengan Hukum Oleh LPKS, Pasal 1 ayat 3
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rehabilitasi sosial yang dilakukan lebih kepada pemulihan trauma.13
Peran-peran yang dilakukan LPKS dalam membina anak yang berhadapan
dengan hukum dalam bentuk rehabilitasi antara lain adalah14 :
a. Motivasi dan diagnosis psikososial
b. Perawatan dan pengasuhan
c. Pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan
d. Bimbingan mental spiritual
e. Bimbingan fisik
f. Bimbingan sosial dan konseling psikososial
g. Pelayanan dan eksebilitas
h. Bantuan dan asistensi sosial
i. Bimbingan resosialisasi
j. Bimbingan lanjut, dan/atau
k. Rujukan
Tahapan rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum antara lain15 :
a. Pendekatan awal
b. Pengungkapan dan pemahaman masalah
c. Penyusunan rencana pemecahan masalah
d. Pemecahan masalah
13 Dinda, skripsi sarjana: “Peran LPKS dalam pembinaan ABH” (Banda aceh: UIN Ar-Raniry,
2017), 41.
14 PERMENSOS RI NO 09 Tahun 2015 Tentang Rehabilitasi Sosial Anak yang Berhadapan
Dengan Hukum Oleh LPKS, Pasal 12 ayat 1
15 PERMENSOS RI NO 09 Tahun 2015 Tentang Rehabilitasi Sosial Anak yang Berhadapan
Dengan Hukum Oleh LPKS, Pasal 13 ayat 1
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e. Reintegrasi sosial
f. Terminasi, dan
g. Bimbingan lanjut
Tahapan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud diatas dapat diselenggarakan
di dalam dan/atau diluar LPKS. Pendekatan awal sebagaimana dimaksud diatas
merupakan kegiatan yang terdiri atas16 :
a. Penerimaan
b. Identifikasi
c. Registrasi
d. Kontrak layanan
e. Pengasramaan, dan
f. Orientasi
C. Pidana dan Pemidanaan
1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan
Pidana berasal dari kata straf (Belanda), yang biasanya disebut dengan istilah
hukuman. Walaupun istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman, karena hukum
sudah lazim merupakan terjemahan dari recht. Pidana lebih tepat didefinisikan
sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan / diberikan pada seseorang atau
beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya.17
Penggunaan istilah pidana juga sering diartikan sebagai sanksi pidana. Untuk
pengertian yang sama, sering juga digunakan istilah-istilah yang lain, yaitu
16 PERMENSOS RI NO 09 Tahun 2015 Tentang Rehabilitasi Sosial Anak yang Berhadapan
Dengan Hukum Oleh LPKS, Pasal 14
17 Adami Chazawi. Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1. Cet. 1. (Jakarta: Raja Grafindo, 2002)
hlm.24
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hukuman, penghukuman, pemidanaan, penjatuhan hukuman, pemberian pidana dan
hukuman pidana. Moeljanto mengatakan, istilah ”hukuman” yang berasal dari straf
dan istilah “dihukum” yang berasal dari wordt gestraf merupakan istilah yang
konvensional.18 Beliau tidak setuju dengan istilah-istilah itu dan menggunakan
istilah yang inkonvensional, yaitu pidana untuk menggantikan kata straf dan diancan
dengan pidana untuk menggantikan kata wordt gestraf. Menurut Moeljato, kalua
straf diartikan dengan “hukuman”, maka strafrecht seharusnya diartikan sebagai
“hukum hukuman”.19
Roeslan Saleh mengartikan pidana sebagai reaksi atas delik, dan ini
berrwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pelaku delik
itu. Dalam kamus “Black’s Law Dictionary” dinyatakan bahwa punishment
adalah:20
“any fine, or penalty of confinement inflicted upon a person by authority of
the law and the judgement and sentence of a court, for some crime or offence
committed by him, or for his omission of a duty enjoined by law” (setiap denda
atau hukuman yang dijatuhkan pada seseorang melalui sebuah kekuasaan
suatu hukum dan vonis serta putusan sebuah pengadilan bagi kejahatan atau
pelanggaran yang dilakukan olehnya, atau karena kelalaiannya terhadap suatu
kewajiban yang dibebankan oleh aturan hukum)
Sedangkan pemidanaan kalanya sering disebut dengan penjatuhan pidana,
pelaksanaan pidana yang berupa penderitaan, baik itu penderitaan berupa pidana
maupun tindakan. Pada dasarnya pidana dan tindakan adalah sama, ialah
penderitaan. Perbedaannya terletak pada penderitaan pada tindakan lebih ringan
18 Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana. Cet. 3. (Jakarta: Sinar Grafika, 2015) hlm. 185
19 Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana. Cet. 3. (Jakarta: Sinar Grafika, 2015) hlm. 185
20 Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana. Cet. 3. (Jakarta: Sinar Grafika, 2015) hlm. 186
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atau lebih kecil dibandingkan penderitaan pada pidana. Misalnya dalam Undang-
Undang Sistem Peradilan Pidana Anak seorang pelaku tindak pidana dapat
dikenakan jenis sanksi tindakan apabila pelaku tindak pidana anak berumur dibawah
14 tahun (Pasal 69 ayat (2) UU SPPA).
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana
Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur
lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan
karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia). Menurut
Moeljanto yang merupakan unsur atau elemen perbuatan pidana adalah:21
a. Kelakuan dan akibat (=perbuatan)
b.   Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.
c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
d.   Unsur melawan hukum yang objektif.
e. Unsur melawan hukum yang subjektif.
Setiap tindak pidana yang terdapat didalam kitab undang-undang hukum
pidana itu pada umumnya menurut doktrin, unsur-unsur delik atau perbuatan pidana
terdiri atas unsur subjektif dan unsur objektif. Terhadap unsur-unsur tersebut dapat
diutarakan sebagai berikut:22
21 Moeljanto, Asas-Asas Hukum Pidana: Edisi Revisi, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm.64
22 Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm.9-10
29
29
1. Unsur Subjektif
Unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku. Asas hukum
pidana menyatakan An act does not make a person guilty unless the mind is guilty
or actus non facit reum nisi mens sit rea (tidak ada hukuman, kalua tidak ada
kesalahan). Kesalahan yang dimaksud ini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh
kesengajaan (intention/opzet/doluz) dan  kealpaan (negligence or schuld). Pada
umumnya para pakar telah menyetujui bahwa “kesengajaan” terdiri atas tiga, yakni:
1) Kesengajaan sebagai maksud (oogmerk)
2) Kesengajaan dengan keinsafan pasti (opzet als zekerheildsbewustzijn)
3) Kesengajaan keinsafan dengan keinsafan akan kemungkinan (dolus evantualis).
Sedangkan kealpaan terdiri dari dua, yakni:
1) Tak berhati-hati;
2) Dapat menduga akkibat perbuatan itu.
2. Unsur Objektif
Unsur objektif merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas:
a. Perbuatan manusia, berupa:
1) Act, yakni perbuatan aktif atau perbuatan positif;
2) Omission, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif, yaitu perbuatan yang
mendiamkan atau membiarkan.
b. Akibat (result) perbuatan manusia
Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan
kepentingan-kepentingan yang dilindungi oleh hukum, misalnya nyawa, badan,
kemerdekaan, kehormatan, dsb.
c. Keadaan-keadaan (circumstances)
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Pada umumnya, keadaan tersebut dibedakan antara lain:
1) Keadaan saat perbuatan dilakukan
2) Keadaan setelah perbuatan dilakukan
d. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum
Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan si
pelaku dari hukuman. Adapun sifat melawan hukum adalah perbuatan itu
bertentangan dengan hukum, yakni berkenaan  dengan larangan atau  perintah
melakukan sesuatu.
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana
Tindak pidana dapat dibeda-bedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu:23
1. Menurut KUHP, dibedakan antara kejahatan (misdrijven) dimuat dalam buku II
dan pelanggaran (overtredingen) dimuat dalam buku III
2. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil (formeel
delicten) dan tindak pidana materiil (materiel delicten)
3. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja
(doleus delicten) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (culpose delicten).
4. Berdasarkan macam perbuatannyam dapat dibedakan antara  tindak pidana
aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi (delicta commissionis) dan
tindak pidana pasif/negatif, disebut juga tindak pidana omisi (delicta omissionis)
23 Adami Chazawi. Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1. Cet. 1. (Jakarta: Raja Grafindo, 2002)
hlm.117-118
31
31
5. Berdasarkan saat dan jangka waktunya, maka dapat dibedakan antara tindak
pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau
berlangsung lama/berlangsung terus.
6. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak
pidana khusus.
7. Dilihat dari sudut subjek hukumnya,  dapat dibedakan antara tindak pidana
communia (delicta communia, yang dapat dilakukan oleh siapa saja), dan tindak
pidana propria (dapat dilakukan hanya oleh orang yang memuliki kualitas pribadi
tertentu).
8. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan
antara tindak pidana biasa (fewone delicten) dan tindak pidana aduan (klacht
delicten)
9. Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancam, maka dapat dibedakan antara
tindak pidana pokok (eenvoudige delicten), tindak pidana yang diperberat
(gequalificeerde delicten) dan tindak pidana yang diringankan (gepriviligieerde
delicten).
10. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak
terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi, seperti
tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana
pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, terhadap kesusilaan dan lain
sebagainya.
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11. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara
tindak pidana tunggal (enkelvoudige delicten) dan tindak pidana berangkai
(samengestelde delicten).
KUHP sendiri telah mengklasifikasikan tindak pidana atau delik kedalam dua
kelompok besar yaitu dalam Buku Kedua dan Ketiga masing-masing menjadi
kelompok kejahatan dan pelanggaran. Kemudian bab-babnya dikelompokkan
menurut sasaran yang hendak dilindungi oleh KUHP terhadap tindak pidana
tersebut.  Misalnya Bab I Buku Kedua adalah Kejahatan Terhadap Keamanan
Negara, dengan demikian ini merupakan kelompok tindak pidana yang sasarannya
adalah negara. Untuk lebih jelasnya KUHP telah mengatur beberapa macam delik
diantaranya adalah:24
1. Kejahatan dan Pelanggaran
KUHP menempatkan kejahatan di dalam Buku Kedua dan pelanggaran di Buku
Ketiga tetapi tidak ada penjelasan mengenai apa yang disebut kejahatan dan
pelanggaran. Semua diserahkan kepada ilmu pengetahuan untuk memberikan
dasarnya, tetapi tampaknya tidak ada yang sepenuhnya memuaskan. Dicoba
membedakan bahwa kejahatan merupakan rechtsdelic atau delik hukum dan
pelanggaran merupakan westdelict atau delik undang-undang. Delik hukum adalah
pelanggaran hukum yang dirasakan melanggar keadilan, misalnya perbuatan seperti
pembunuhan, melukai orang lain, mencuri dan sebagainya. Sedangkan delik
undang-undang melanggar apa yang telah ditentukan oleh undanng-undang,
24 Teguh Prasetryo, Hukum Pidana:Edisi Revisi, ( Jakarta: Rajagrafindo, Cet.5, 2015 ), hal.58-
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misalnya saja keharusan untuk mempunyai SIM bagi yang mengendarai kendaraan
bermotor di jalan umum, atau mengenakan helm ketika mengendarai sepeda motor.
Disini tidak tersangkut sama sekali masalah keadilan.
2. Delik Formal (Formil) dan Delik Material (Materiil)
Pada umumnya rumusan delik di dalam KUHP merupakan rumusan yang selesai,
yaitu perbuatan yang dilakukan oleh pelakunya. Delik formal adalah delik yang
dianggap selesai dengan dilakukannya perbuatan itu, atau dengan perkataan lain titik
beratnya berada pada perbuatan itu sendiri. Tidak dipermasalahkan apakah
perbuatannya, sedangkan akibatnya hanya merupakan aksidentalia (hal yang
kebetulan).
Sebaliknya di dalam delik materiil titik beratnya pada akibat yang dilarang, delik
itu dianggap selesai jika akibatnya sudah terjadi, bagaimana cara melakukan
perbuatan itu tidak menjadi masalah.
3. Delik Dolus dan Delik Culpa
Dolus dan Culpa merupakan bentuk kesalahan (schuld).
a. Delik dolus adalah delik yang memuat unsur kesengajaan, rumusan kesengajaan
itu mungkin dengan kata-kata yang tegas…dengan sengaja, tetapi mungkin juga
dengan kata-kata lain yang senada, seperti… diketahuinya, dan sebagainya.
Contohnya adalah Pasal-pasal 162, 197, 310, 338, dan lebih banyak lagi.
b. Delik culpa di  dalam rumusannya memuat unsur-unsur kealpaan,  dengan
kata…karena kealpaannya, misalnya pada Pasal 359, 360, 195. Di dalam
beberapa terjemahan kadang-kadang dipakai istilah… karena kesalahannya.
4. Delik Commisionis dan Delik Omissionis
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Pelanggaran hukum dapat berbentuk berbuat sesuatu yang dilarang atau tidak
berbuat sesuatu yang diharuskan (to commit = melakukan; to omit = meniadakan).
a. Delik commissionis barangkali tidak terlalu sulit dipahami, misalnya berbuat
mengambil, menganiaya, menembak, mengancam dan sebagainya.
b. Delik omissionis dapat kita jumpai pada Pasal 522 (tidak datang menghadap ke
pengadilan sebagai saksi), Pasal 164 (tidak melaporkan adanya pemufakatan
jahat).
Di samping itu, ada yang disebut delik commissionis peromissionem commisa.
Misalnya seorang ibu yang sengaja tidak memberikan air susu kepada anaknya yang
masih bayi dengan maksud agar bayi itu meninggal (Pasal 338), tetapi dengan cara
tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Keharusan menyusui bayi
tidak terdapat dalam hukum pidana. Juga seorang penjaga pintu lintasan kereta api
yang tidak menutup pintu itu sehingga terjadi kecelakaan (Psal 164).
5. Delik Aduan dan Delik Biasa (Bukan Aduan)
Delik aduan (klachtdelict) adalah tindak  pidana yang penuntutannya hanya
dilakukan atas dasar adanya pengaduan dari pihak yang berkepentingan atau
terkena. Misalnya penghinaan, perzinahan, pemerasan. Jumlah delik aduan ini tidak
banyak terdapat di dalam KUHP. Siapa yang dianggap berkepentingan, tergantung
dari jenis deliknya dan ketentuan yang ada. Untuk perzinahan misalnya, yang
berkepentingan adalah suami atau istri yang bersangkutan.
Terdapat dua jenis delik aduan, yaitu delik aduan absolute, yang penuntutannya
hanya berdasarkan pengaduan, dan delik aduan relative di sini karena adanya
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hubungan istimewa antara pelaku dengan korban, misalnya pencurian dalam
keluarga (Pasal 367 ayat (2) dan (3)).
6. Jenis Delik yang Lain
Selanjutnya terdapat jenis-jenis delik yang lain menurut dari mana kita meninjau
delik tersebut, antara lain:
a. Delik berturut-turut (voorgezet delict): yaitu tindak pidana yang  dilakukan
berturut-turut, misalnya mencuri uang satu juta rupiah, tetapi dilakukan setiap
kali seratus rinu rupiah.
b. Delik yang berlangsung terus: misalnya tindak pidana merampas kemerdekaan
orang lain, cirinya adalah perbuatan terlarang itu berlangsung memakan waktu.
c. Delik berkualifikasi (gequalificeerd), yaitu tindak pidana dengan pemberatan,
misalnya pencurian pada malam hari, penganiayaan berat (Pasal 351 ayat 3 dan
4). Hendaknya tidak dikacaukan dengan kualifikasi dari delik yang artinya
adalah nama delik itu sendiri.
d. Delik dengan privilege (gepriviligeerd delict), yaitu delik dengan peringanan,
misalnya pembunuhan bayi oleh ibu yang melahirkan karena takt diketahui
(Pasal 341), ancaman pidananya lebih ringan daripada pembunuhan biasa.
e. Delik politik, yaitu tindak pidana yang berkaitan dengan negara sebagai
keseluruhan, seperti terhadap keselamatan kepala negara dan sebagainya (Bab I
– IV Buku II KUHP), juga tindak pidana subversi.
f. Delik propria, yaitu tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang mempunyai
kualitas tertentu, seperti hakim, ibu, pegawai negeri, ayah, majikan, dan
sebagainya yang disebutkan di dalam pasal KUHP.
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BAB III
METODE PENELITIAN
A. Jenis dan Lokasi Penelitian
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah field research, field research
yaitu penelitian lapangan yang dilakukan dengan metode wawancara, observasi,
dan dokumentasi serta menggambarkan fakta terjadi dilapangan.
2. Lokasi Penelitian
Penelitian ini akan dilakukan di Kantor Lembaga Penyelenggara
Kesejahteraan Sosial Makassar yang bernama Balai Rehabilitasi Sosial Anak
Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Toddopuli di Makassar di Jl. Salodong,
Kelurahan. Untia, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar. Penentuan tempat
ini dipertimbangkan oleh hasil prapenelitian yang dilakukan oleh penulis yang
melihat bahwa lokasi penelitian ini sangat sesuai dengan judul skripsi dan dapat
membantu penulis untuk menjawab rumusan masalah yang diangkat.
B. Pendekatan Penelitian
Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah
pendekatan penelitian hukum yuridis dan empiris (applied law research).
Penelitian hukum normatif yaitu dengan mengkaji aturan-aturan hukum, buku
dan perundang-undangan. Sedangkan tipe penilitan empiris yaitu dengan
melakukan wawancara langsung dengan pihak Lembaga Penyelanggara
Kesejahteraan Sosial.
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C. Sumber Data
1. Data primer yaitu data yang  dikumpulkan dalam melakukan penelitian
dilapangan yang di lakukan di Kantor Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan
Sosial Makassar yang bertempat di Jl. Salodong, Kelurahan. Untia,
Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar dengan cara interview.
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti buku,
majalah jurnal, karya ilmiah, internet, dan berbagai sumber lainnya.
D. Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data dalam penelitian lazimnya dikenal tiga alat
pengumpulan data, yakni wawancara , observasi, dan dokumentasi.1
Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan
Metode Penelitian Lapangan (field research) yakni penelitian lapangan peneliti
memperoleh data primer dengan menggunakan tiga cara, yaitu:
1. Wawancara yaitu tanya jawab lisan antara  dua  orang atau lebih secara
langsung. Dalam hal ini penulis mewawancarai Pekerja Sosial yang bekerja
di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial.
2. Observasi yaitu pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala
yang diteliti. Dalam hal ini penulis melakukan observasi di Kantor Lembaga
Penyelenggara Kesejahteraan Sosial   Makassar yang bertempat   di Jl.
Salodong, Kelurahan. Untia, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar.
1Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI-Press, 1986), h. 201.
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3. Dokumentasi yaitu pengambilan data yang  diperoleh melalui dokumen-
dokumen. Dalam hal ini penulis melakukan dokumentasi di Lembaga
Penyelenggara Kesejahteraan Sosial Makassar yang bertempat di Jl.
Salodong, Kelurahan. Untia, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar.
E. Instrumen Penelitian
Instrumen atau alat peneliti itu sendiri. Oleh karena itu peneliti sebagai instrumen
juga harus divalidasi seberapa jauh penelitian ini siap dilakukan oleh peneliti yang
selanjutnya terjun langsung kelapangan.
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data
1. Tekhnik Pengolahan Data
Reduksi data adalah proses mengubah data ke dalam pola, fokus, kategori, atau
pokok permasalah yang terjadi dalam pembinaan anak berhadapan hukum di
Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial dengan cara sedemikian rupa hingga
kesimpulan-kesimpulan dapat ditarik dan diverifikasi.
a. Penyajian data adalah menampilkan data dengan cara memasukkan data dan
bentuk yang diinginkan seperti memberikan penjelasan dan analisis.
b. Pengambilan kesimpulan adalah mencari kesimpulan atas data yang direduksi
dan disajikan.
2. Analisis Data
Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif yaitu teknik pengolahan
data kualitatif (kata-kata) yang dilakukan dalam rangka mendeskripsikan/
membahas hasil-hasil penelitian dengan pendekatan analisis konseptual dan teoritik.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Bentuk Pembinaan Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial
Terhadap Anak Berhadapan Hukum
Lembaga penyelenggara kesejahteran sosial atau yang sering disebut dengan
LPKS merupakan tempat rehabilitiasi sosial terhadap anak yang membutuhkan
perlindungan khusus yang dibawahi oleh Kementrian Sosial. LPKS di kota
Makassar sendiri bernama Balai Rehabilitasi Sosial Anak Yang Memerlukan
Perlindungan Khusus (BRSAMPK Toddopuli) terletak di Jl. Salodong, Kelurahan.
Untia, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar. LPKS di Makassar berdiri sejak
tahun 1999 dan mulai dioperasionalkan pada tahun 2000. Lokasi LPKS Makassar
memiliki luas tanah ± 2,8 Ha yang dikelilingi pagar tembok dan dapat menampung
100 orang penerima manfaat. Wilayah jangkauan LPKS Makassar adalah bagian
Timur Indonesia.
Latar belakang lahirnya LPKS disebabkan oleh adanya Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan
Menteri Sosial Nomor 09 Tahun 2015 Tentang Pedoman Rehabilitasi Sosial Anak
Yang Berhadapan Hukum  Oleh Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial.
Adapun visi dan misi Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial yaitu :
Visi : Terwujudnya Lembaga Layanan Yang Baik Dalam Perlindungan
Sosial Bagi Anak Berhadapan Hukum (ABH)
Misi : 1. Menguatkan sumber daya manusia yang professional
1. Memberikan layanan secara profesional
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2. Menjadikan lembaga sebagai pusat pelayanan ABH dengan
metode pelayanan langsung
3. Meningkatkan partisipasi dan peran instansi terkait,
komunitas/orsos, keluarga dan masyarakat
Demikianah visi misi yang ingin dicapai dalam kegiatan LPKS untuk
mencapai peningkataan kesejahteraan sosial terutama untuk kesejahteraan anak,
salah satunya adalah Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH).
Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak mendefinisikan LPKS adalah lembaga atau tempat pelayanan sosial
yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi anak1. Sedangkan
dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, mengklasifikasikan
AMPK (anak yang memerlukan perlindungan khusus) menjadi beberapa bagian,
yaitu :
a. Anak dalam situasi darurat
b. Anak yang berhadapan dengan hukum
c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi
d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual
e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alcohol,
psikotropika, dan zat adiktif lainnya
1 Undang-UndangNomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Pasal 1 Ayat
22)
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f. Anak yang menjadi korban pornografi
g. Anak dengan HIV/AIDS
h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan
i. Anak korban kekerasan fisikdan/atau psikis
j. Anak korban kejahatan seksual
k. Anak korban jaringan terorisme
l. Anak penyandang Disabilitas
m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran
n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang, dan
o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait kondisi Orang
Tuanya. 2
Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, pembinaan adalah proses, cara,
pembuatan membina , pembaharuan, penyempurnaan, usaha, tindakan, dan kegiatan
yang dilakukan secara efesien dan efektif untuk memperoleh hasil yang baik3.
Menurut Yuridik Yahya definisi atau pengertian pembinaan adalah suatu bimbingan
atau arahan yang dilakukan secara sadar dari orang dewasa kepada anak yang perlu
dewasa agar menjadi dewasa, mandiri dan memiliki kepribadian yang utuh dan
matang kepribadian yang dimaksud mencapai aspek cipta, rasa dan karsa.
Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012
Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial telah diatur bentuk-bentuk
pembinaan rehabilitasi sosial yang harus diberikan kepada anak yang memerlukan
2 Undang-UndangNomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-UndangNomor 23
Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Pasal 59 ayat 2)
3 https://www.google.com/amp/s/kbbi.web.id/bina.html , diakses pada 17 Mei 2019 pukul
21:39
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perlindungan khusus. Lebih jelasnya telah dipaparkan dengan rinci dalam Pasal 7
ayat (1) yaitu :
a. Motivasi dan Diagnosis Psikososial
b. Perawatan dan Pengasuhan
c. Pelatihan Vokasional dan Pembinaan Kewirausahaan
d. Bimbingan Mental Spiritual
e. Bimbingan Fisik
f. Bimbingan Sosial dan Konseling Psikososial
g. Pelayanan Aksesbilitasi
h. Bimbingan lanjut, dan/atau
i. Rujukan
LPKS sendiri memiliki beberapa program kegiatan yang dalam judul
besarnya disebut dengan Program Rehabilitasi Sosial Anak Yang Memerlukan
Perlindungan Khusus. Berikut beberapa bentuk pembinaan atau program kegiatan
yang di yang dilaksanakan oleh LPKS sesuai dengan hasil Observasi data
dokumentasi yang peneliti lakukan.
1. Terapi Psikososial
Terapi psikososial merupakan layanan konseling berbasis standard. Terapi
psikososial bertujuan untuk membantu anak merubah kepribadian, perilaku atau
situasi agar dapat berkonstribusi terhadap pencapaian kepuasaan, pemulihan
keberfungsian manusia dalam kerangka nilai-nilai dan tujuan orang tersebut serta
tersedianya sumber-sumber dalam masyarakat.
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Selain itu memastikan bahwa anak-anak mengikuti program rehabilitasi
sosial dengan baik atau tidak, memiliki kesulitan atau tidak, apa saja hambatan yang
dihadapi, misalnya anak enggan mengikuti program kegiatan LPKS4.
Dalam hal ini pekerja sosial yang bertugas untuk mendiskusikan dengan
anak, dan membantu anak untuk menyusun konsep dirinya, kemudian tanggung
jawab anak setelah dibina akan kemana, kemampuan fungsional anak seperti apa.
2. Terapi Spiritual
Terapi spiritual bertujuan untuk menyusun konsep penguatan anak dan
menyiapkan anak jikalau suatu saat menghadapi situasi masalah, jangan lupa bahwa
ada kekuatan di atas yang bisa diandalkan. Terapi spiritual ini pula merupakan
kegiatan pemberian materi-materi keagamaan, dan materi tentang nilai-nilai
spiritual.
3. Terapi Vokasional dan/atau Terapi Edukasi Lifeskill
Kegiatan pendidikan dan pelatihan vokasional merupakan bentuk pelatihan
untuk penyaluran minat, bakat, dan menyiapkan kemandirian ABH setelah mereka
dewasa dalam bentuk keterampilan kerja atau magang kerja. Lifeskill yang
dimaksud adalah edukasi secara kasar, pemberian pemahaman bahwa apa yang
dapat dilakukan oleh ABH, apa yang data dibuat untuk bertahan hidup tersebut tak
akan terwujud tanpa konsep diri yang utuh. Karena rata-rata anak-anak yang masuk
ke LPKS berlatar belakang keluarga yang tidak harmonis, kehilangan sosok orang
tua, kehilangan role model yang anak tiru. Melalui program inilah LPKS berusaha
4 Hasil wawancara dengan Bapak Bambang, Kasie Rehabilitasi Sosial di LPKS Makassar, diambil
Pada Tanggal 14 Mei 2019, pukul 11.22 s/d 13.00 wita.
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untuk membantu ABH dengan mengundang tokoh-tokoh untuk mengadakan
diskusi.
Terapi vokasional terbagi dalam beberapa bagian, yaitu komputer, tata rias,
meubel, elektro, penjahitan, otomotif, dan las. Setiap bagian kelas vokasional
terdapat instrukutnya sendiri. Program terapi vokasional ini tergantung pada ABH
dimana minat dan bakatnya. Teruntuk anak yang berusia 17 tahun ke atas pekerja
sosial mendorong anak untuk lebih mendalami hal tersebut. Jika sebelumnya LPKS
memberikan materi runut mulai dari pengenalan alat, materi dan selanjutnya, lain
halnya dengan saat ini LPKS bermodelkan modul, misalkan pada minggu pertama
kelas otomotif berisi pengenalan alat-alat apa saja dalam kelas tersebut, dan ABH
diberikan kesempatan untuk memilih modul yang mana. Contohnya modul
membongkar mesin.
4. Terapi Fisik/Minat dan Bakat
Terapi fisik/minat dan bakat adalah kegiatan, menyalurkan emosi,
menyalurkan uneg-uneg anak lewat olahraga. Memberikan kesempatan anak untuk
memanage, mengatur komunitas anak tapi dengan supervise pengawasan. Melatih
ABH untuk berorganisasi, bertanggung jawab, melatih ABH untuk
mengimplementasikan yang  telah dipelajari, untuk berdiskusi, bersosialisasi
dengan teman-temannya.
Terapi fisik ini bersifat komprehensif, artinya LPKS mewadahi ABH secara
luas dan lengkap, tidak sepotong-sepotong dan langsung dipraktekkan oleh ABH
dalam bentuk komunitas yang dibentuknya sendiri.
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5. Layanan Kesehatan
Layanan kesehatan ini menjadi salah satu program yang wajib dilaksanan
terhadap semua ABH yang berada di dalam LPKS. Pelayanan kesehatan dimulai
dari assessment kesehatan yaitu pada awal ABH masuk ke LPKS akan dilakukan
medical check up. Medical check up ini dilaksanakan untuk memeriksa seluruh
fungsi organ tubuh ABH apakah berfungsi dengan baik atau tidak. Khusus untuk
ABH wanita dilakukan test pack/tes kehamilan. Selain itu pihak LPKS melakukan
check riwayat penyakit dimulai dari anggota keluarga sampai kepada ABH itu
sendiri, untuk memastikan ABH tersebut terjangkit penyakit tersebut atau tidak. Dan
khusus ABH yang pernah mengalami hubungan intim, dilakukan check HIV/AIDS.
Setelah semua dicheck, apabila ada yang positif terjangkit penyakit akn dirujuk ke
Laboratorium Dinas Kesehatan apabila dokter atau perawat LPKS tak dapat
menanganinya.
6. Literasi
Literasi yang dilaksanakan oleh LPKS ini menjadi salah satu program
tambahan. Model literasi yang diberikan disini bukanlah monoton membaca,
menulis akan tetapi lebih kepada kegiatan berbentuk sharing, seperti nonton,
berdiskusi, bercerita dan lain sebagainya. Bertujuan untuk melatih ABH
menganalisa situasi, menyerap informasi, memutuskan bahwa informasi itu layak
untuk diterima, agar lebih terbuka wawasannya, terlatih untuk menyerap informasi
dengan baik dan mengambil keputusan dari informasi tersebut.
46
46
Fungsi pembinaan yang dilaksankan LPKS ini bertujuan agar individu atau
kelompok melakukan tugasnya sesuai dengan apa yang diinginkan untuk mencapai
tujuan apa yang diinginkan oleh organsasi tersebut. LPKS melakukan Pembinaan-
pembinaan terhadap ABH, tentu nya memiliki fungsi tersendiri bagi anak tersebut.
Fungsi pembinaan yang dilakukan oleh LPKS kepada ABH adalah :
1. Mengembalikan keberfungsian sosial ABH yang meliputi kemampuan dalam
melaksanakan perannya sebagai anak
2.    Memenuhi hak-hak anak
3.    Mengembangkan potensi diri
4.    Mengubah perilaku anak5
Yang tertulis di atas penetili dapatkan dari data dokumentasi yang ada di
LPKS. Dapat di lihat bahwa LPKS memiliki fungsi untuk pembinaan yang mereka
lakukan terhadap ABH, agar ABH tersebut merasa aman di LPKS.
Sebelum melakukan pendampingan terhadap anak yang berhadapan dengan
hukum meraka harus tahu terlebih dahulu kondisi anak tersebut agar tidak ada tindak
negatif yang salah terhadap anak. Sehingga perlu pengawasan oleh pekerja sosial
yang ada di LPKS.
Pendampingan merupakan suatu aktivitas yang bermakna pembinaan,
pengajaran, pengarahan yang lebih berkontonasi pada menguasai, mengendalikan
dan mengontrol. Pendampingan untuk ABH merupakan kegiatan yang dilakukan
5 Hasil observasi di LPKS Makassar, diambil pada tanggal 14 Mei 2019.
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oleh pekerja sosial profesional dan/atau tenaga kesejahteraan sosial yang terlatih di
bidang penanganan ABH pada LPKS yang ditetapkan oleh Mentri, baik diluar
maupum di dalam lembaga umtuk mendampingi ABH.
Pada saat pendampingan anak ke pengadilan negeri pekerja sosial LPKS
tidak hanya mendampingi Anak yang berstatus sebagai pelaku saja tetapi juga anak
yang berstatus sebagai korban dan anak sebagai saksi. Pekerja sosial berperan untuk
memberi dukungan-dukungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum agar
bisa mengikuti persidangan dengan baik.
ABH adalah anak-anak yang harus mendapatkan pembinaan dan
perlindungan khusus, selain amanat dari Undang-Undang untuk melaksanakan
program pembinaan/perlindungan anak-anak, kalau bukan Lembaga ini siapa lagi?
dalam hal pekerja sosial yang mendampingi ABH dalam tahap penyidikan
bertugas untuk mendampingi ABH tersebut secara proaktif, untuk
memastikan hk-hak anak itu terpenuhi atau tidak, meskipun anak sebagai
pelaku namun mereka tetap memiliki hak. Contohnya dalam hal LAPAS
yang tidak layak dalam memberikan perlindungan atau belum bisa
menyediakan, disini lah peran LPKS untuk berusaha memastikan,
mengadvokasi dengan kejaksaan, penyidik, untuk mendapatkan hak-hak dan
tempat yang layak selama proses hukum di persidangan6
Dari hasil wawancara di atas dapat di pahami bahwa tidak sepantasnya anak
berada dalam LAPAS alangkah lebih baiknya anak tersebut mendapatkan
pembinaan agar terpenuhi hak-haknya sebagai anak.
6 Hasil wawancara dengan Bapak Bambang, Kasie Rehabilitasi Sosial di LPKS Makassar,
diambil Pada Tanggal 14 Mei 2019, pukul 11.22 s/d 13.00 wita.
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Akan tetapi para pekerja sosial di LPKS tidak hanya mendampingi anak
yang berhadapan dengan hukum sebatas pengadilan saja, para pekerja sosial juga
akan tetap mendampingi anak berhadapan dengan hukum di rumah anak tersebut,
walaupun anak tersebut sudah selesai masa tahanannya para pekerja sosial masih
melakukan home visit ke rumah klien, hingga anak tersebut berusia 18 (delapan
belas) tahun.
Peneliti juga melihat beberapa fasilitas yang telah disediakan LPKS sebagai
program pembantu Anak yang Berhadapan Dengan Hukum.
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Jenis Sarana/Prasarana Jumlah
Kantor 1 Gedung
Wisma Putra 5 Gedung
Wisma Putri 2 Gedung
Wisma Antara 1 Gedung
Gedung Terapi Sosial 1 Gedung
Ruang Makan 1 Gedung
Tempat Ibadah (Masjid) 1 Gedung
Poliklinik 1 Gedung
Aula 1 Gedung
Rumah Pimpinan dan Pengasuh 7 Rumah
Lapangan Volly Ball 1 Lapangan
Lapangan Basket 1 Lapangan
Lapangan Sepak Takraw 1 Lapangan
Lapangan Tenis Meja 1 Lapangan
Gedung Vokasional/keterampilan 7 Gedung
Kendaraan Dinas (Roda 4) 2 Unit
Kendaraan Dinas (Roda 2) 2 Unit
Mobil UPSK 1 Unit
Mobil Bus 1 Unit
TABEL 1
Fasilitas Pendukung
Kegiatan
Sumber : Data dokumentasi Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan
Perlindungan Khusus Toddopuli di Makassar7
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Dari tabel di atas peneliti juga melihat berdasar Observasi, fasilitas tersebut
digunakan untuk keperluan kegiatan lembaga sebagai pendukung untuk
kelancarannya dalam melaksanakannya kegiatan yang ada di lembaga. Menurut
penulis, fasilitas tersebut sudah cukup memedai untuk menunjang pelaksanaan
kegiatan yang ada di Lembaga, terlebih karena Anak Binaan tiap tahunnya tidak
lebih dari 300 (tiga ratus orang).
Selain untuk menunjang pelaksanaan kegiatan, fasilitas tersebut juga sangat
membantu terhadap penyaluran minat dan bakat Anak Binaan. Contohnya seperti
lapangan volley, lapangan basket, lapangan sepak takraw, lapangan tenis meja, dan
beberapa gedug vokasional/keterampilan seperti, gedung komputer, tata rias,
meubel, elektro, penjahitan, otomotif, dan las.
Tiap gedung vokasional memiliki luas sekitar 20x6 m, menurut penulis
dengan gedung seluas itu sudah sangat cukup untuk memfasilitasi minat dan bakat
Anak Binaan di dalam LPKS.
Kemudian ada beberapa data yang peneliti dapatkan dari tahun 2016 s/d
2018 yang menyangkut tentang beberapa kasus anak yang berhadapan dengan
hukum baik mereka sebagai pelaku, korban maupun saksi yang telah di dampingi
dan di bina di LPKS.
7 Data Dokumentasi LPKS Makassar, diambil pada tanggal 10 Mei 2019
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TABEL 2
Jumlah Kasus Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Tahun 2016
No Jenis Kasus Jumlah Anak
1 Kecelakaan Lalu Lintas 2
2 Membawa Sentaja Tajam 23
3 NAPZA 9
4 Pembunuhan 2
5 Pemerasan / Penggelapan 1
6 Pemerkosaan / Pencabulan / Pelecehan Seksual 16
7 Pencurian / Penjambretan / Penadahan 123
8 Penganiayaan / Perkelahian / Kekerasan Fisik 11
9 Pengrusakan / Pembakaran 1
10 Penipuan 1
11 Rentan ABH 68
JUMLAH 257
Sumber : Data Dokumentasi Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial
Makassar8
Tingkat kasus yang mendominasi pada tahun 2016 yaitu jenis kasus
pencurian/penjambretan/penadahan. Yang dimaksud dengan kasus Rentan ABH
yaitu kasus yang dialami anak namun tidak terlapor ke pihak kepolisian terlebih
dahulu melainkan langsung terlapor kepada pihak LPKS seperti Pekerja Sosial.
8 Data Dokumentasi LPKS Makassar, diambil pada tanggal 10 Mei 2019.
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Selanjutnya pada tahun 2017 peneliti melihat dari data yang ada di LPKS
Makassar jumlah anak yang berhadapan dengan hukum baik pelaku, saksi maupun
korban menurun.
TABEL 3
Jumlah Kasus Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Tahun 2017
No Jenis Kasus Jumlah Anak
1 Kecelakaan Lalu Lintas 2
2 Membawa Senjata Tajam 10
3 NAPZA 29
4 Pembunuhan 2
5 Pemerkosaan / Pencabulan/ Pelecehan Seksual 17
6 Pencurian / Penjambretan / Penadahan 111
7 Penganiayaan / Perkelahian / Kekerasan Fisik 9
8 Pengrusakan / Pembakaran 4
9 Penipuan 1
10 UU ITE 1
11 Rentan ABH 54
JUMLAH 240
Sumber : Data Dokumentasi Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial
Makassar9
9 Data Dokumentasi LPKS Makassar, diambil pada tanggal 10 Mei 2019.
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Sama seperti tahun 2016, kasus yang mendominasi pada tahun 2017
terhadap anak yang dibina ataupun anak didampingi adalah kasus pencurian /
penjambretan / penadahan.
Selanjutnya, berbeda dengan tahun 2017, pada tahun 2018 peneliti melihat
dari data yang ada di LPKS Makassar jumlah anak yang berhadapan dengan hukum
baik pelaku, saksi maupun korban pun semakin bertambah drastis.
TABEL 4
Jumlah Kasus Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Tahun 2018
No Jenis Kasus Jumlah Anak
1 Kecelakaan Lalu Lintas 2
2 Membawa Senjata Tajam 5
3 NAPZA 27
4 Pemerasan / Penggelapan 2
5 Pemerkosaan / Pencabulan / Pelecehan Seksual 29
6 Pencurian / Penjambretan / Penadahan 124
7 Penganiayaan / Perkelahian / Kekerasan Fisik 46
8 UU ITE 1
9 Melarikan Anak Di Bawah Umur 1
10 Rentan ABH 44
JUMLAH 281
Sumber : Data Dokumentasi Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial
Makassar10
10 Data Dokumentasi LPKS Makassar, diambil pada tanggal 10 Mei 2019.
53
53
Masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2018 tingkat anak
binaan pada jenis kasus pencurian / penjambretan / penadahan tidak pernah kurang
dari angka 100 (seratus) .
Jumlah Anak Berhadapan Hukum dari tahun ke tahun setelah dikalkulasi
dari tahun 2016, 2017, dan 2018 maka tingkat kasus yang paling tinggi yaitu pada
kasus pencurian / penjambretan / penadahan, selanjutnya kasus yang mendominasi
yaitu kasus penganiayaan / perkelahian / kekerasan fisik, seanjutnya pada kasus
pemerkosaan / pencabulan / pelecehan seksual hanya berbeda dua sampai tiga anak
yang berhadapan hukum.
Berikut table kasus Anak Berhadapan Hukum sesuai tingkat jenis kasus
TABEL 5
Kalkulasi Anak Berhadapan Hukum Sesuai Jenis Kasus
No Jenis Kasus Tahun Jumlah
Anak
1. Pencurian / Penjambretan / Penadahan 2016-
2018
358
2. Penganiayaan / Perkelahian / Kekerasan
Fisik
2016-
2018
66
3. NAPZA 2016-
2018
65
4. Pemerkosaan / Pencabulan / Pelecehan
Seksual
2016-
2018
62
Sumber : Hasil Analisis Penulis
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Sebagai lembaga resmi dari pemerintah tentunya memiliki pengurus aktif
dalam menjalankan tugas dan fungsi lembaga, berikut jumlah pengurus Organisasi
Lembaga di LPKS Makassar
Kepala Lembaga yaitu Dra. Christina Junus, Kasubag Tata Usaha yaitu Nur
Alam S.Sos, Kasie Layanan Rehabilitasi Sosial yaitu Bambang Tri Hartono S.Sos,
MSW, Kasie Assessment & Advokasi Sosial yaitu Kasjunang S.Sos, Koordinator
Fungsional yaitu Aswita Br. Tarigan S.ST, Sheltered Workshop yaitu Muh. Jayadi
A.Md, Perencana yaitu M. Yusran. S.Sos, Penyuluh Sosial yaitu Budhi Darma
Saputra, S.Sos, Pekerja Sosial terdiri dari 7 orang, Tenaga Medis terdiri dari
3 orang, Satpam terdiri dari 6 orang, Pengasuh Anak Binaan Putra terdiri dari 14
orang, Pengasuh Anak Binaan Putri terdiri dari 4 orang, Petugas Kebersihan/Kebun
terdiri dari 3 orang.
Seluruh pekerja yang ada di LPKS Makassar sudah tentu memiliki
perannya tersendiri dalam melaksanakan visi dan misi Lembaga. Namun ada
beberapa pekerja yang belum cukup untuk melaksanakan pembinaan di dalam
LPKS itu sendiri.
Pertama yaitu pekerja sosial yang hanya terdiri dari 7 orang. Peranan
Pekerja Sosial sangat proaktif dalam pembinaan anak berhadapan hukum di LPKS.
Mulai dari mengassesment, menjelaskan program rehab sosial, mendampingi proses
pembinaan dari awal anak masuk balai sampai selesai masa pembinaan. Pekerja
sosial memiliki peran yang sangat urgent dalam pembinaan anak berhadapan hukum
di LPKS. Dengan jumlah anak binaan yang tiap tahunnya berjumlah 200 (dua ratus)
lebih, dibandingkan dengan jumlah pekerja sosial yang
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hanya 7 orang, akan berdampak pada proses pelaksanaan pembinaan yang lama atau
kurang efektif. Terlebih karena 1 (satu) orang pekerja sosial pada saat mendampingi
anak harus memiliki konsentrasi yang besar. Dengan kata lain pekerja sosial
memiliki peran yang sulit, karena pekerja sosial dalam melaksanakan tugasnya
menggunakan pendekatan individual, masing-masing anak dibuatkan rencana
intervensi, dan harus mereview tiap anak dalam kurun waktu sekali sebulan dalam
hal selama dilakukan pembinaan terhadap anak perkembangannya seperti apa, apa
saja yang harus dilakukan dan dikembangkan. Dengan tugas yang sangat banyak
tersebut sudah pasti memakan waktu yang cukup lama.
Dan dengan jumlah 7 (tujuh) orang peksos dibagi menjadi 200 (duaratus)
anak binaan sudah pasti sangat kurang. Selanjutnya terkait dengan jumlah satpam
yang ada di LPKS Makassar. Dengan luas wilayah LPKS 2,8 Ha dan pagar tembok
yang hanya memiliki tinggi kurang lebih 2 meter, menjadi salah satu alasan
mengapa masih ada anak yang melarikan diri. Dari kedua faktor tersebut diatas
sudah jelas bahwa masih ada kendala yang harus diperhatikan dan diperbaiki dalam
pelaksanaan pembinaan di LPKS Makassar ini.
B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pembinaan ABH di
Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial
LPKS yang merupakan Lembaga yang sering berhadapan dengan
pengadilan tentunya mempunyai kerjasama dengan pihak-pihak lain untuk
mendapatkan kliennya, terutama kerjasama dengan aparat penegak hukum yang ada
di seluruh Makassar. Sudah terjalin kerjasama LPKS dengan aparat penegak hukum,
jika ada penduduk Makassar yang melakukan kejahatan yang melanggar
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hukum, yang kebetulan penduduk itu masih berusia anak, maka mereka langsung
berkoordinasi dengan pihak LPKS dan jaringan ini sudah terbangun.
Dari wawancara di atas, terungkap bahwa kerjasama LPKS dengan aparat
penegak hukum sudah terbangun sejak berdirinya LPKS, hingga sekarang jaringan
kerjasamanya sudah sangat kuat, sehingga membuat LPKS sangat mudah mendapat
klien yang harus ditanganinya. Kemudian LPKS tidak hanya melakukan kerjasama
dengan aparat penegak hukum saja, tetapi juga dengan pemerintahan, media-media
dan lembaga-lembaga lain. Berikut nama media dan lembaga yang berkerjasama
dengan LPKS.
Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, Rumah Sakit Sayang Rakyat,
Rumah Sakit Wahidin, Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan, Universitas Hasanuddin
Makassar. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Universitas Bosowa,
BINMAS Polri, BABINSA TNI AD.
Data kerjasama yang peneliti tulis di atas, di ambil dari data dokumentasi
yang ada di LPKS, dapat di simpulkan bahwa semenjak berdirinya LPKS hingga
sekarang sudah banyak terjalin hubungan kerjasama antara LPKS dengan pihak-
pihak lain.
Selain itu, setiap lembaga pasti mempunyai kendala-kendala yang harus
dihadapi, baik kendala dari dalam lembaga maupun kendala dari luar lembaga
tersebut. Begitu pula dengan LPKS, sejak berdiri tentu masih banyak kendala yang
mereka hadapi.
Berikut faktor-faktor penghambat.yang penulis simpulkan sesuai dengan
hasil observasi:
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1. Faktor Pendidikan Agama
Tujuan akhir pendidikan tidak membedakan jenis kelamin, rasa tau
golongan termasuk bagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Salah satu
bagian penting bagi pendidikan anak berhadapan hukum tersebut adalah pendidikan
agama. Penulis selaku mahasiswa fakultas syari’ah dan hukum sangat enjunjung
tinggi pendidikan agama islam. Pendidikan agama islam adalah bimbingan jasmani
rohani berdasarkan hukum-hukum agama islam dan menuju kepada terbentuknya
kepribadian utama menurut hukum-hukum islam.
Selain itu pendidikan agama juga bertujuan agar anak mampu memahami,
menghayati dan mengamalkan ajaran-ajaran islam dalam pribadinya, sehingga
menjadi filter dan selector sekaligus penangkal terhadap gejala hal negative dari
kemajuan zaman dan teknologi.
Di kota Makassar sendiri sudah sangat terkenal dengan tingkat Anak
Berhadapan Hukum yang lumayan tinggi. Faktor pendidikan agama menjadi salah
satu faktor yang sangat berpengaruh dalam tindak kejahatan yang dilakukan anak.
Pelaku kejahatan yang kurang menghayati ajaran agama yang dianutnya sehingga
mudah melakukan suatu kejahatan.
2. Kurangnya Dukungan Dari Orang Tua Anak
Salah satu kendala yang paling utama adalah kurangnya dukungan orang
tua anak, terkadang orang tua seolah-olah membuang anaknya begitu saja. Padahal
anak sudah pasti butuh support dari lingkungan terutama orang tuanya sendiri.
Bahkan terkadang yang menjadi titik permasalahan adalah memang terjadi konflik
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antara anak dan orang tua. Pun demikian memang konsep didikan terhadap anak-
anak pasti berbeda-beda.
Namun didalam LPKS sendiri tidak mengenal istilah hukuman, melainkan
tindakan disiplin. Bertujuan agar anak lebih memahami dimana titik kesalahannya
dan dapat memperbaiki kesalahannya tersebut.11
Menurut penulis, upaya yang dilakukan LPKS dalam menangani kendala
pertama ini belum maksimal. Masing-masing orang tua yang memiliki konsep
pendidikan didikan yang berbeda terhadap anak-anak. Pekerja sosial sendiri harus
menggunakan pendekatan persuasive terhadap orang tua sang anak. Karena
lingkungan yang pertama dikenal anak adalah orang tuanya, maka orang tua
memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap segala proses pembinaan anak
didalam LPKS.
Terlepas dari konflik yang memang terjadi antara orang tua dan anak,
pekerja sosial di LPKS sudah harus selalu melakukan pendekatan yang intens
terhadap orang tua anak. Orang tua sudah pasti memiliki peran penting dalam
mendukung jalannya pembinaan yang dilakukan LPKS terhadap anak.
3. Anak-anak Yang Keluar Tanpa Izin
Esensi dari LPKS sendiri tidak seperti penjara yang harus membangun
tembok setinggi 5 meter dan segala macamnya yang membuat anak terkadang keluar
tanpa izin atau dalam bahasa kasarnya kabur dari balai rehab. Alasan lain yang dapat
peneliti tangkap sesuai observasi adalah anak-anak yang keluar tanpa
11 Hasil wawancara dengan Bapak Bambang, Kasie Rehabilitasi Sosial, tanggal 14 Mei 2019,
pukul : 11.22 s/d 13.00 wita.
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izin dari balai memang kurang mendapat dukungan dari orang tuanya sendiri, selain
itu anak-anak tersebut memang sulit untuk beradaptasi sehingga anak tersebut
memilih jalan mereka sendiri yaitu kabur. Akan tetapi penanganan tetap dilakukan
oleh LPKS khususnya pekerja sosial, yaitu melaporkan kepada pihak-pihak terkait
dan berusaha menghubungi keluarga dari anak tersebut.
Terkait hal ini LPKS belum melakukan upaya yang maksimal, selain belum
adanya sanksi yang diberikan terhadap pekerja/penjaga LPKS dalam hal ini satpam,
dan tinggi pagar diwilayah LPKS Makassar masih sangat mudah untuk di lewati
oleh anak seumuran 12 tahun – 18 tahun.
Selain itu jumlah satpam yang hanya berjumlah 7 petugas disbanding
dengan luas wilayah LPKS seluas kurang lebih 2,8 Ha dan pagar yang hanya
setinggi kurang lebih 2 meter menjadi salah satu alasan yang sangat berpengaruh
terhadap faktor kedua ini.
Baik jika orang tua si anak merespon dengan baik dan mengakui
keberadaan anaknya dan ingin mengembalikan si anak. Ini sangat salah satu
kendala yang sangat besar bagi kami, terkadang anak-anak  juga
menjadi korban eksploitasi orang tuanya itu sendiri.12
4. Sarana dan Prasarana Kurang Memadai
Dari penelitian yang dilakukan, selain hal-hal yang telah di ungkapkan di
atas, peneliti juga melihat beberapa kendala yang sangat berpengaruh dalam
pelaksanaan pelayanan dalam membina ABH di LPKS. Anak-anak yang diusia 18
tahun memiliki tenaga yang luar biasa dan perlu untuk disalurkan, difasilitasi.
12 Hasil wawancara dengan Bapak Budi Darma, Penyuluh Sosial LPKS, tanggal 06 Mei 2019,
pukul : 13.12 s/d 14.12 wita.
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Anak Binaan LPKS yang berusia dari 12 tahun hingga 18 tahun tentu
memiliki tingkat keingintahuan yang besar, minat dan bakat yang tinggi yang harus
disalurkan dan difasilitasi. Selain itu salah satu bentuk pembinaan yang dilakukan
LPKS yaitu pelatihan vokasional atau pelatihan kewirausahaan.
Dari hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, sudah ada beberapa
gedung vokasional penunjang minat dan bakat anak binaan, anatara lain gedung
komputer, tata rias, meubel, elektro, penjahitan, otomotif, dan las. Namun belum
semua telah terpenuhi, karena tiap anak memiliki minat dan bakat yang berbeda-
beda. Salah satunya adalah minat dan bakat berenang dan memanah.
Bentuk pembinaan pelatihan vokasional ini sudah menjadi kewajiban
untuk difasilitasi karena merupakan perintah Peraturan Menteri Sosial Republik
Indonesia Nomor 09 Tahun 2015 Tentang Pedoman Rehabilitasi Sosial Anak Yang
Berhadapan Dengan Hukum Oleh Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial
Pasal 12.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
1. Bentuk pembinaan yang ada dilaksanakan oleh LPKS Makassar antara
lain yaitu 1) Terapi psikososial 2) Terapi mental dan sprititual 3) Terapi
Edukasi Lifeskill dan/atau Pelatihan Vokasional 4) Terapi fisik minat
dan bakat 5) Layanan Kesehatan 6) Literasi. Dimana LPKS merujuk pada
Peraturan Pemerintah No 30 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan
Kesejahteraan Sosial Pasal 7 angka 1 yang berbunyi : “Rehabilitasi
Sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 diberikan dalam bentuk
motivasi dan diagnosis psikososial, perawatan dan pengasuhan,
pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan, bimbingan mental
dan spiritual, bimbingan fisik, bimbingan sosial dan konseling
psikososial, pelayanan aksebilitas, bantuan dan asistensi sosial,
bimbingan resosialisasi, bimbingan lanjut dan/atau rujukan”
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pembinaan anak
berhadapan  hukum  di LPKS  Makassar yang pertama adalah faktor
pendukung yaitu adanya kerjasama antar pihak baik dari instansi
pemerintah  maupun  non pemerintah. Sedangkan faktor penghambat
yang pertama yaitu faktpr pendidikan agama yang kurang, kedua
kurangnya dukungan dari orang tua anak binaan, ketiga adalah adanya
anak binaan yang keluar tanpa izin, terakhir yaitu sarana dan prasarana
yang kurang memadai.
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B. Saran-saran
Berdasarkan hasil penelitian, maka sebagai langkah perbaikan peneliti
memberikan saran-saran atau alternative solusi demi tercapainya pelayanan
pembinaan yang maksimal pada Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial
sebagaii berikut :
1. Perlunya peningkatan profesionalisme sumber daya aparatur dengan cara
menempatkan petugas yang memiliki motivasi yang tinggi terhadap kegiatan
pelayanan kesejahteraan sosial anak dan mengadakan seminar atau diskusi
tentang pembinaan anak yang berhadapan dengan hukum, agar
mendapatkan masukan-masukan dan menambahkan wawasan bagi pihak
LPKS.
2.   Membedakan bentuk pembinaan atau treatment terhadap anak binaan sesuai
dengan jenis kasus yang mendominasi dari tahun ke tahun.
3.   Meningkatkan kegiatan sosialisasi program pembinaan untuk anak yang
berhadapan dengan hukum di LPKS kepada masyarakat luas dengan cara
mengadakan sosialisasi program ke daerah-daerah.
4.   Meningkatkan  sarana operasional  demi lancarnya pelaksanaan  program
yang diberikan.
63
63
DAFTAR PUSTAKA
A. Sumber Buku
Abu Huraerah, Kekerasan Terhadap Anak, Bandung : Nuansa Cendikia, 2012.
Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1. Jakarta: Raja Grafindo, 2002.
Andi Sofyan, Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar, Yogyakarta : Rangkang
Education, 2013.
Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, Sistem Peradilan Pidana Anak,
Yogyakarta : Medpress Digital, 2014.
Abintoro Prakoso, Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak, Yogyakarta : Aswaja
Pressindo, 2016.
Barda Nawawi. Bunga Rampai Hukum Pidana, Bandung : Alumni, 2007.
Bambang Waluyo, Pidana Dan Pemidanaan, Jakarta : Sinar Grafika, 2014.
Lilik Mulyadi, Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia, Bandung : Alumni,
2014.
Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika, 2015
Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan, Bandung :
Refika Aditama, 2018.
Marlina, Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan
Restorative Justice. Jakarta: Refika Aditama. 2013
Marwan Setiawan, Krakteristik Kriminalitas Anak dan Remaja Dalam Perspektif
Pendidikan, Juvenile Delinquency, Narkotika, Hukum, Hak Anak, Agama, dan
Moral, Bogor : Ghalia Indonesia, 2015.
Marpaung Ledeng Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika, 2005
Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat, Bandung : Alumni, 2004.
M. Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan UU-SPPA,
Jakarta : Sinar Grafika, 2013.
Mohammad Taufik Makarao, Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Jakarta: Rineka Cipta. 2012
Moeljanto, Asas-Asas Hukum Pidana: Edisi Revisi, Jakarta: Rineka Cipta, 2008
64
64
Nandang Sambas, Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia,
Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010.
Nashriana, Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia, Jakarta:
RajaGrafindo, 2011.
Rahman Syamsuddin, Merajut Hukum di Indonesia. Jakarta: MitraWacanaMedia.
2014
Rika Saraswati, Hukum Perlindungan Anak di Indonesia, Bandung : Citra Aditya
Bakti, 2015.
R. Wiyono, Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Jakarta : Sinar Grafika,
2016.
Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung : Alumni, 1986.
Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Bandung : Alumni, 1981.
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI-Press, 1986.
Teguh Prasetyo, Hukum Pidana:Edisi Revisi, Jakarta: Rajagrafindo, 2015
Wagiati Soetodjo, Hukum Pidana Anak, Bandung : Refika Aditama, 2006.
B. Sumber Lain
Dinda, skripsi sarjana: “Peran LPKS dalam pembinaan ABH” (Banda aceh: UIN
Ar-Raniry, 2017)
www.negarahukum.com/hukum/anak-berhadapan-dengan-hukum.html, diakses
pada 7 Desember 2018
https://www.google.com/amp/s/kbbi.web.id/bina.html , diakses pada 17 Mei 2019
pukul 21:39
Dwi, Allen. Skripsi Sarjana: “ Peran Satuan Bakti Pekerja Sosial (Sakti Peksos)
dalam Pembinaan Anak Berhadapan Hukum di Kota Makassar” (Makassar,
UIN Alauddin. 2015)
Subhandi, Handar. “Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia”. Diakses pada 12
November 2018. http://handarsubhandi.blogspot.com/2014/11/sistem-
peradilan-pidana-anak-di.html?m=1
65
65
Munawwir Kadir, “Pandangan Masyarakat Terhadap Anak di Bawah Umur yang
Mengonsumsi Minuman Ballo di Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa
Perspektif Islam”. Jurisprudentie Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan
Hukum. Vol 5 No 2, Desember 2018. Diakses pada 12 November 2018.
http:/journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Jurisprudentie/article/view/6593.
C. Sumber Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2015 Tentang
Pedoman Rehabilitasi Sosial Anak yag Berhadapan Hukum oleh Lembaga
Penyelenggara Kesejahteraan Sosial
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Tata Kerja
Unit Pelaksana Teknis rehabilitasi Sosial Anak Di Lingkungan Direktorat Jenderal
Rehabilitasi Sosial
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
Penulis skripsi yang berjudul, “PERANAN LEMBAGA
PENYELENGGARA KESEJAHTERAAN SOSIAL
DALAM PEMBINAAN ANAK BERHADAPAN
HUKUM DI KOTA MAKASSAR (TAHUN 2016-
2018) ” bernama lengkap MAHDIYYAH, Nim :
10400114030, Lahir  di Serui, 18 Maret 1998, Anak
ketiga dari lima bersaudara dari pasangan Bapak Mustafa
Tansi dan Ibu Hasdiana.
Penulis mengawali jenjang pendidikan formal di Sekolah Dasar Madrasah
Ibtidaiyah Darussalam Serui dari tahun 2004-2009. Sampai Penulis menempuh
pendidikan di SMP Muhammadiyah Serui, tahun 2009-2012. Dengan tahun yang
sama penulis melanjutkan pendidikannya di SMA Pondok Pesantren Putri Ummul
Mukminin Tahun 2012-2015. Kemudian tahun 2015, penulis melanjutkan
pendidikan   keperguruan tinggi Universitas Islam   Negeri   (UIN) Alauddin
Makassar melalui Jalur Seleksi Ujian Masuk Perguruan Tinggi Negeri (UMPTKIN)
dan lulus di Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan  Hukum tahun 2019.
LAMPIRAN





